L SALINAN —“\

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan

Mengingat

Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014;

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
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10.

hun 1997 tentang Bea Perolehan
(Lembaran Negara Republik
4. Tambahan Lembaran

Undang-Undang Nomor 21 Ta
Hak Atas Tanah dan Bangunan
Indonesia Tahun 1997 Nomor 4 8
Negara Republik Indonesia NomoT 3688);
28 Tahun 1999 tentang
Bebas dari Korupsi,
Republik Indones.ia
gara Republik

Undang-Undang  Nomor .
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ne

Indonesia Nomor 3851);

an
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang

. . 03
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 2
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones

Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentar'.lg
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-I.Jndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, T
. » Tambahan Lem
Republik Indonesia Nomor 5049); SRS T
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11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

‘tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5272);
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18.

19,

20.

21.

22.

23.

24,

: hun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta y Rtentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran egara Repupyy,
Iecrllfnesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaray,
n

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009 ltemtemp
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stan-dar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 200.5
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita, Daerah Provinsi
Bali Tahun 2014 Nomor 46)
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MEMUTUSKAN:

NJABARAN
NG PE
Menetapkan : PERATURAN ~ GUBERNUR TI?{I‘;&% "uN  ANGGARAN
PERTANGGUNGJAWABAN ~ PELA AN ANGOARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA
2014,
Pasal 1

diri
Laporan realisasi anggaran tahun anggararn 2014 ter

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah R

..............

b. Dana Perimbangan

...................

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah....Rp.

atas

p- 2.042.091.095.774,66

Rp. 908.371. 147.269,00

682.671.342.162,38

..................

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

Rp.3.633. 133.585.206,04

1. Belanja Pegawai ........... .. Rp. 581.866.718.263,91
2. Belanja Subsidi ............... Rp. 3.594.375.000,00
3. Belanja Hibah ................. .. Rp. 798.197.589.063,09

4. Belanja Bantuan Sosial ..... Rp. 25.229.500.000,00
5. Belanja Bagi Hasil ............ .Rp. 833.781.099.521,39

6. Belanja Bantuan Keuangan Rp.
Rp.

7. Belanja Tidak Terduga

180.142.796.765,00
7.861.304.398.,45

----------------------------

b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawal asemsusisamins

2. Belanja Barang dan Jasa ....
3. Belanja Modal

Rp. 2.430.673.383.011,84

Rp.  39.820.072.650,00
Rp. 748.605.554.279,95
Rp. 343.633.986.690,00

Jumlah Belanja

----------------------

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan

Rp. 1.132.059.613.619,95
Rp. 3.562.732.996.631,79
Rp. 70.400.588.547,25

787.311.640.512,25

787.311.640.512,25

8: PenerIimesnn «asssssessvmss Rp
b Pengeluaran s Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto ......... Rp
Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan .........cccoeeeennn. Rp

857.712.229.086,50
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Pasal 2

Ringkasa ]
dal agm Pa‘;allalporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
Py tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dala:m Easal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran,

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

f:la_lam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 September 2015

GUBERNUR BALI,
ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALIL,

4 ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSIKBALI TAHUN 2015 NOMOR 50

‘Salinan sesuai dengan aslinya
Kepalg Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,

1. Waypi( Sugiada, SH.]

St e 44

Ppifibina Utama Muda
NIP. 19651231 198603 1 175
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